Jakarta, 1 Juli 1977.
Kepada
Yth. 1. Semua Menteri yang memimpin
Departemen
2. Jaksa Agung
3. Semua Pimpinan Kesekretariat-
an Lembaga Tertinggi/Tinggi
Negara
4. Semua Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemen
b. Semua Gubernur Kepala Daerah
Tingkat |
6. Semua Bupati/Walikotamadya
Kepala Daerah Tingkat |1

SURAT EDARAN
NOMOR : 15/SE/1977

TENTANG
PELAKSANAAN PENGUJIAN KESEHATAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA-TENAGA LAINNYA
YANG BEKERJA PADA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PENDAHULUAN
1. UMUM

a. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 (Lem-
baran Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3105) telah ditetapkan Peraturan Pemerintah
tentang pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan
-'Fenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indone-

sia.

b. U‘ntuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka
dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang pe-
laksanaan pengujian kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan
tenaga -tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik
Indonesia.

2. DASAR

a. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068); ’

[afaY¥al

b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pe-

gawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (Lembaran Negara
Tahun 1969 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara No-
mor 2906);

¢. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang We-

wenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pe-
gawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor
26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Per-
aturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3098) jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980
{Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 20, Tambahan Lem-
baran Negara Nomor 3162) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985
Nomor 21). *)

f. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Peng-
ujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipildan Tenaga-tenaga Lain-
nya Yang Bekerja Pada Negara Republik Indonesia (Lembar-
an Negara Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3105);

g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984, tentang [(edu:
dukan, Tugas, Fungsi, dan Organisasi Badan Administrasi
Kepegawaian Negara. *)

h. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia
dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor
142/MENKES/SK/V11/77 dan Nomor 652/KEP/1977 tang-
gal 1 Juli 1977 ;

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/V i
/77 tanggal 1 Juli 1977.

TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang ber-
kepentingan dalam melaksanakan pengujian kesehatan Pegawai
Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara
Republik Indonesian sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977.



D_al_am rangka usaha mencapai kesempurnaan Pegawai Negeri
SIPII dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Repu-
blik Indonesia, perlu dijamin dan dipelihara Kesegaran dan
kesehatan jasmani dan rokhaninya, sehingga mereka dapat me-

laksanakan tugasnya secara berdaya -
una
kelanjutan. ¥a guna, berhasil guna,dan ber-

Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka yang dikenakan ujian
kesehatan adalah :

a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangk jadi
: at me
gawai Negeri Sipil . ’ rled Pe

b. Pelajar gan mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam
rangka ikatan dinas dengan Pemerintah.

c. Pegawai Negeri Sipil yang :

(1) Menur.ut pendapat pejabat yang berwenang tidak dapat
melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama WIRA  se-
ring tidak masuk bekerja dengan surat keterangan
dokter hal ini sangat mengganggu kelancaran pelak-
sanaan tugas. Dalam hal ini sedemikian terdapat
cukup alasan untuk mengajukan Pegawai Negeri Si-
pil tersebut kepada Team Penguji Kesehatan untuk
diuji kesehatannya,

(2) Oleh pejabat yang berwenang dianggap memperliha-
hatkan tanda-tanda suatu penyakit atau kelainan
yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau ling-
kungan kerjanya.

Umpamanya :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HARJO di-
kgt.ahui sering marah-marah, bicara atau ketawa sen-
diri, menjalankan tugasnya tidak sebagaimana biasa-
nya, an melakukan hal-hal lain yang membahaya-
kan dirinya dan atau lingkungan kerjanya. Dalam hal
yang sedemikian Pegawai Negeri Sipil yang bersang-
kutan dapat diajukan kepada Team Penguji Kesehat-
an untuk diuji kesehatannya.

h

Il. YANG DIKENAKAN UJIAN KESEHATAN

(3) Setelah berakhirnya cuti sakit menurut paraturan yang
berlaku belum mampu bekerja kembali.
Umpamanya :
Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama SALIM yang
telah'menjalankan cuti sakit selama 1, tahun, ternya-
ta masih belum sembuh, sehingga belum dapat be-
kerja kembali. Dalam hal yang sedemikian Pegawai
Negeri Sipil yang bersangkutan harus diajukan kepa-
da Team Penguji kesehatan untuk diuji kesehatan-
nya. ‘
(4) Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri .

(5) Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu .

(6) Akan diangkat dalam jabatan tertentu .

d. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja

pada Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Men-
teri Kesehatan atas usul Kepala Badan Administrasi Kepega-
waian Negara.

e. Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dalam angka Il , ayat 2

huruf ¢, angka (4), (5), dan (6) di atas, akan ditetapkan ke-
mudian oleh Menteri Kesehatan atas usul Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara.

l1l. YANG BERWENANG MENGAJUKAN PERMINTAAN PENGUJI-
AN KESEHATAN

1.

Yang berwenang mengajukan permintéén pengujian kesehatan
bagi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil untuk se-
mua golongan ruang dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja pa-
da Negara Republik Indonesia adalah Menteri, Jaksa Agung,
Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara,
Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Gubernur
Kepala Daerah Tingkat |, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat |l dalam lingkungan masing-masing .

Pengajuan permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai
Negeri Sipil Pusat untuk semua golongan ruang yang diperban-
tukan pada Daerah Otonom atau instansi lain, dilakukan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat |, atau pimpinan instansi yang
menerima perbantuan dalam lingkungannya masing-masing.



3. Untuk mempercepat pelaksanaan pengujian kesehatan pejabat
yang berwenang yang dimaksud dalam ayvat 1 dan 2’di atas
dengan surat keputusan dapat menunjuk pejabat lain dalam iing'
kungan kekuasaannya untuk mengajukan permintaan pengujian

kesehatan menurut contoh sebagaimana tersebut dalam lampir
an | Surat Edaran inj.

4. Penunjuk pejabat lain untuk mengajukan permintaan pengujian
keseha.tan §ebaga| yang dimaksud dalam ayat 3 dapat sampai ke
pada pimpinan unit organisasi yang terendah.

5. Tembusan Sgrat Keputusan penunjukan yang berwenang meng
ajukan permnn_taan pengujian kesehatan sebagai yang dimaksud
dalam ayat 3 diatas antara lain disampaikan kepada :

a. Dokter Penguji Tersendiri/Team P i
engu
bersangkutan. guji Kesehatan yang

b. Pejabat lain yang dipandang periy.

pat.

IV. YANG BERWENANG MENGUJI KESEHATAN

1. Yang berwenang menguji kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan te.

naga-tenaga lainnya yang bekerja pad ;
sia adalah : g 1a pada Negara Republik Indone.

a. Dokter Penguji Tersendiri ;
b. Team Penguiji Kesehatan; dan
c. Team Khusus Penguji Kesehatan.

2. _l;'_enunjukan Dok.t.er-dokter Penguji Tersendiri/pembentukan
keam-’ceam Pengu1f Kesehatan dan Team-team khusys Penguji
esghatar\ serta lain-lain yang bersangkutan dengan itu diatur
lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan.

3. Dokter Penguji Tersendiri melakukan pengujian kesehatan:

a. Cal‘on Peg.aw‘ai. Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pega-
wai Negeri Sipil golongan ruang I1/d ke bawah .
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b. Pelajar atau mahasiswa yang akan menuntut pelajaran dalam
rangka tingkatan dinas dengan Pemerintah.

4. Team Penguji Kesehatan melakukan pengujian Kesehatan :

a. Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Pe-
gawai Negeri Sipil golongan 11i/a ke atas.

b. Pegawai Negeri Sipil yang :

(1} Menurut pendapat pejabét yang berwenang tidak dapat
melanjutkan pekerjaannya karena kesehatannya.

(2) Oleh Pejabat yang berwenang dianggap memperlihatkan
tanda-tanda sesuatu penyakit atau kelainan yang berba-
haya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya.

(3) Setelah berakhirnya cuti sakit, menurut peraturan yang
berlaku belum mampu bekerja kembali .

(4) Akan melaksanakan tugas tertentu di luar negeri.
(5) Akan mengikuti pendidikan/latihan tertentu..

{6) Akan diangkat dalam jabatan tertentu.

c. Pegawai Negeri Sipil dan tenaga-tenaga lainnya yang bekerja
pada Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Men-
teri Kesehatan atas usul Kepala Badan Administrasi Kepega-

waian Negara.

V. PENGUJIAN KESEHATAN

1. PERMINTAAN PENGUJIAN KESEHAfAN

a. Permintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri
Sipil/Pegawai Negeri Sipil, diajukan oleh pejabat yang ber-
wenang secara tertulis kepada Dokter Penguji Tersendiri/
Team Penguji Kesehatan yang bersangkutan menurut con-
toh sebagai tersebut dalam formulir 1 lampiran Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 143/MENKES/Per/VI1/77 tang-

gal 1 Juli 1977.

b. Berdasarkan surat permintaan pengujian kesehatan tersebut
diatas, maka Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kese-
hatan yang bersangkutan menetapkan waktu pengujian dan
memberitahukannya secara tertulis kepada pejabat yang me-




Negara Nomor 142/MENKES/SK/VH/77 Nomor 652/KEP/
1977 tanggal 1 Juli 1877 menurut ketentuan dan tata cara seba
gaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
143/MENKES/Per/VH/77 tanggal 1 Juli 1977 .

3. HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

a.

Hasil pengujian kesehatan dapat berupa :

(1) Memenuhi Syarat untuk semua jenis pekerjaan pada
umumnya ;

(2) Memenuhi Syarat untuk jenis pekerjaan tertenty ;

(3) Memenuhi Syarat pekerjaan sebagaimana dimaksud da-
lam angka 1 atau 2 dengan bersyarat ;

4) Ditolak sémentara, untyk sementara belum memenuyhij
Syarat kesehatan dan memerlukan pengobatan/perawat.

an dan pengujian kesehatan perly diulang setelah selesaj
pengobatan/perawatan;

(5) Ditolak, tidak memenuhi syarat untuk menjalankan ty-
gas sebagai Pegawayj Negeri Sipil .

berwenang menurut contoh sebagai tersebut dalam formulir
6, lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 143/MEN-
KES/Per/V11/77 tanggal 1 Juli 1977.

c. Pejabat yang berwenang memberitahukan hasil pengujian
kesehatan tersebut kepada yang bersangkutan.

4. KEBERATAN ATAS HASIL PENGUJIAN KESEHATAN

a. Pengajuan keberatan atas hasil pengujian kesehatan dapat di-
lakukan oleh orang yang diuji kesehatannya dan dapat pula
oleh pejabat yang berwenang . Keberatan tersebut diajukan
kepada Menteri Kesehatan dalam jangka waktu 30 (tiga pu-
luh) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan meneri-
Ma pemberitahuan tertylis tentang hasil pengujian kesehatan
tersebut.

c. Tembusan surat keberatan yang dimaksud di atas disampai-
kan kepada Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kese-
hatan yang bersangkutan dan pejabat lain yang dipandang
perlu .

d. Keputusan atas keberatan yang diajukan ditetapkan oleh
Menteri Kesehatan. Keputusan Memnteri Kesehatan tersebyt
adalah keputusan terakhir dan mengikat untuk dilaksanakan

5. JANGKA WAKTU BERLAKUNYA HASIL PENGUJIAN KE-
SEHATAN

Hasil pengujian kesehatan berlaku untuk 1 (satu) tahun terhi.
tung mulai tanggal dikeluarkannya syrat keterangan tentang
hasil ujian kesehatan tersebut,

Umpamanya :
Seorang calon Pegawai Negeri Sipil bernama AMIR dengan
surat keterangan Dokter Penguji Tersendiri tertanggal 12
Mei 1977 dinyatakan’’. memenuhi Syarat untuk semua jenis
pekerjaan pada umumnya ini’. Pengangkatan yang ber-



sangkutan menjadi Pegawai Negeri Sipil harus dilaksanakan
dengan surat keputusan yang paling lambat bertanggal 11
Mei 1978. Apabila calon Pegawai Negeri Sipil tersebut hing
ga pada tanggal 11 Mei 1978 belum diangkat menjadi Pega
wai Negeri Sipil, maka surat keterangan hasil pengujian kese
hatan tidak berlaku lagi. Dan untuk dapat diangkat menjadi
Pegawai Negeri Sipil ia harus diuji ulang kesehatannya.
Tata cara pengajuan permintaan pengujian kesehatan ulang
adalah sama dengan permintaan pengujian kesehatan dalam
angka V, 1di atas.

VI. LAIN — LAIN
1. BIAYA PENGUJIAN KESEHATAN

a. Biaya pengujian kesehatan tidak dibebankan kepada calon
Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau tenaga-tenaga
lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia .

b. Biaya pengujian kesehatan yang dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 dibebankan kepada ang:
garan Departemen Kesehatan.

c. Dalam pengertian biaya pengujian kesehatan yang dimaksud
di atas tidak termasuk biaya perjalanan dan penginapan bagi
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila pengujian
kesehatan itu harus dilakukan pada suatu tempat tertentu dj-
luar terdapat kedudukannya. Dalam hal ini biaya perjalanan
dan biaya penginapan itu menjadi tanggungan Negara menu-
rut peraturan perjalanan dinas yang berlaku yang dibeban-

kan kepada anggaran Departemen/Lembaga'yang bersang-
kutan.

2. WAKTU PENGUJIAN KESEHATAN

a. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau tenaga-
tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indone-
sia yang tidak karena kesalahannya sendiri tidak dapat hadir
pada waktu pengujian kesehatan yang telah ditentukan bagi-
nya, maka Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kese-
hatan wajib menetapkan waktu pengujian kesehatan yang
baru.

b. Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau tenaga-
tenaga lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indone-
sla, yang karena kesalahannya sendiri tidak hadir pada wak-

VI

tu pengujian kesehatan yang telah ditetapkan baginya, maka
pengujian kesehatan baginya dimintakan kembali oleh peja-
bat yang berwenang,

.PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulit-
an-kesulitan, supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan
Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapatkan penyele-
saian.

2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-

baiknya.

KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

TEMBUSAN Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

PN A WN =

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Bapak Presiden, sebagai laporan.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, sebagai laporan.
Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Kepala Staf TNI Angkatan Udara.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Semua Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal,
dan Kepala Badan/Pusat. -

Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen/Pimpinan Instansi Ver-
tikal.

Direktur Perbendaharaan Negara.

Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.
Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

PANGKOWILHAN | sampai dengan 1V

Semua PANGDAM.

Semua PANGDAERAL.

Semua PANGKODAU.

Semua KADAPOL.

DANJEN INMINAD.

Semua Rektor Universitas/Perguruan Tinggi Negeri.

Pertinggal.
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LAMPIRAN | SURAT EDARAN KEPALA BADAN

M erha-
ADMINISTRAS! KEPEGAWAIAN t;::,:p '
NEGARA
NOMOR : 15/SE/1977
TANGGAL :14uL) 1977
———=_: 1JULI 1977
CONTOH KEPUTUSAN PENUNJUKAN
PEJABAT UNTUK PENGAJUKAN
PERMINTAAN PENGUJIAN
KESEHATAN Menetapkan :
KEPUTUSAN

............................................................

Menimbang : bahwa untuk memperlancar pengujian kesehatan bagi
calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil dan te-

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Po-

mor 3041);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 ten-
tang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Ne-
gara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3058):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 ten-
tang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan
Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negera Tahun 1977
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor -

......

: Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara Nomor 15/SE/1977 tanggal 1 Juli 1977 tentang
Pelaksanaan Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil
Dan Tenaga-tenaga Lainnya Yang Bekerja Pada Negara
Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GU-
BERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1/ BUPATI-
WALI KOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT 1|

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBE-
Rl WEWENANG UNTUK KENGAJUKAN PERMINTA-
AN PENGUJIAN KESEHATAN KEPADA DOKTER
PENGUJI TERSENDIRI/TEAM PENGUJI KESEHAT-
AN.

Pasal 1

Para pejabat :

R
b. dan seterusnya *-3

ditunjuk dan diberi Wewenang untuk mengajukan per-
mintaan pengujian kesehatan bagi calon Pegawai Negeri

Pasai 2

Pengajuan permintaan pengujian kesehatan sebagaimana
yang dimaksud dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan—ketentuan sebagai tersebut dalam Per-



Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Pasal 4

Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berke
pentingan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagas
mana mestinya.

Ditetapkan di : ....cooooooevmveeeeeeeieenn
Pada tanggal :......occocooeoeieee

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT [/BUPATI/WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT I oottt

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Dokter Penguji Tersendiri/Team Penguji Kesehatan.

2. Dan seterusnya.

3. Pertinggal.

KETERANGAN :

*-1 Coret yang tidak perlu.

*-2 Tulislah peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan
apabila ada.

*-3 Tulislah nama jabatan dan pejabat yang ditunjuk untuk mengajukan
permintaan pengujian kesehatan.

LAMPIRAN Il SURAT EDARAN KEPALA
BADAN ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 156/SE/1977
TANGGAL :1JULI 1977

CONTOH SURAT SUSULAN
PENGAJUAN PERMINTAAN
PENGUJIAN KESEHATAN

Nomor
Lampiran
Perihal : Susulan Pengajuan Kepada
permintaan pengujian
kesehatan. Yth. Sdr. Dokter Penguji Tersendiri/
Team Penguji Kesehatan *
di
Bersama ini diberitahukan bahwa dengan surat kami
Nomor...............tanggal ......... telah di-
ajukan kepada Saudara permintaan pengujian kesehatan
sebanyak . .. ........ orang Calon Pegawai Negeri Si-
pil atas Nama Sdr. ........... NIP............. Cs.

Sampai pada saat ini kami belum menerima pemberi-
tahuan dari Saudara tentang penetapan waktu pengujian
kesehatan bagi yang bersangkutan.

Sahubungan dengan itu diminta agar Saudara da-
patlah hendaknya dengan segera menetapkan wa ktu pe-
ngujian kesehatan bagi yang bersangkutan dan memberi-
tahukannya kepada kami. s

Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Pejabat yang berwenang,

{ )
NIP.

Coret yang tidak perlu.

o e o m. ..



